BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9
Tahun 2011 Tentang Restrukturisasi terhadap perlindungan nasabah
dalam sengketa Ekonomi Syari’ah yakni restrukturisasi wajib dilakukan
oleh pihak bank syari’ah untuk membantu nasabah yang tidak mampu
membayar hutang. Oleh karena restrukturisasi tersebut tercantum dalam
akad dan pihak bank wajib menjalankan restrukturisasi tersebut jika
nasabah mengajukan permohonan.

2. Faktor-faktor yang menghambat restrukturisasi terhadap perlindungan
nasabah dalam sengketa Ekonomi Syari’ah yakni
a. Factor Internal Yakni Berasal Dari Pihak Bank Itu Sendiri

Pihak bank menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh
nasabah padahal hal tersebut adalah kewajiban bank karena memang
terdapat dalam akad pembiayaan. Sebenarnya di dalam Islam pun
terdapat prinsip untuk memberikan keringanan bagi yang tertimpa
hutang. Sehingga apabila terdapat nasabah yang mengalami
pembiayaan bermasalah maka dapat diberikan kelonggaran terhadap

pembayaran hutang yang terhitung macet.
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5.2 Saran

b. Factor Eksternal Yang Berasal Dari Pihak Nasabah Yang
Bersangkutan.
Dengan adanya  restrukturisasi  sebenarnya  memberikan
perlindungan hukum terhadap nasabah yang tidak mampu
membayar hutang. Tetapi perlu diingat bahwa hutang tetap harus
dibayar sekalipun diberikan kebijakan oleh pihak bank terhadap
pembayaran hutang tersebut. Itikad tidak baik dari pihak nasabah
yang bisa saja tidak mau membayar hutang justru akan berakibat
pada bank itu sendiri karena bank memutar uang tersebut, sehingga
ketika nasabah macet membayar hutangnya maka bisa saja lama

kelamaan bank tersebut bisa saja mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Bagi pihak bank sebaiknya menerima pengajuan restrukturisasi oleh
pihak nasabah yang tidak mampu membayar hutang selama nasabah
tersebut masih beritikad baik untuk membayarnya sehingga mereka
dapat melunasi hutangnya karena memang restrukturisasi tersebut

terdapat dalam akad pembiayaan.
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Bagi pihak nasabah sebaiknya beritikad baik untuk membayar
hutangnya sehingga restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank
merupakan solusi agar hutang tersebut dapat dibayar. Oleh karena itu,
antara pihak bank maupun nasabah tidak mengalami kerugian

dikemudian hari.
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